BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat di ambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan realisasi
belanja bidang pendidikan dan realisasi belanja bidang kesehatan secara
bersama-sama mampu memberikan kontribusi terhadap variabel Indeks
Pembangunan Manusia, yakni sebesar 61,8%.

2. Secara parsial variabel realisasi belanja bidang pendidikan berpengaruh
signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, hal ini ditunjukan oleh
besarnya koefisien regresi variabel belanja pendidikan yaitu 91,084
dengan standar kepercayaan 0,005 < 0,05, sedangkan variabel realisasi
belanja bidang kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap
Pendapatan Asli Daerah, hal ini ditunjukan oleh besarnya koefisien regresi
variabel retribusi daerah yaitu 87,708 dengan standar kepercayaan 0,029 >

0,05.



3. Realisasi belanja bidang pendidikan dan realisasi belanja bidang

kesehatan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

6.2 Saran
1. Dampak realisasi APBD terhadap pembangunan manusia akan lebih
efektif jika pemerintah kabupaten manggarai dapat lebih memfokuskan
alokasi belanjanya ke sektor pendidikan dan kesehatan, bukan saja pada
aspek pembangunan/fisik saja sebaiknya juga pada aspek peningkatan

mutu dan kualitas, baik guru maupun tenaga kesehatan.

2. Pemerintah perlu mengadakan perbaikan atas regulasi, pengalokasian,
pengkoordinasian misalnya dengan penyederhanaan manajemen keuangan

di Kabupaten Manggarai.
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